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INTISARI 

Judul skripsi adalah :“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Yang Bersumber Dari 

Perjanjian Hutang Piutang”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1)Mengapa hakim 

Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang. 2)Mengapa hakim Mahkamah 

Agung membatalkan putusan hakim Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pemidanaan 

terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan 

putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber 

dari perjanjian hutang piutang dan untuk mengetahui alasan hakim Mahkamah Agung membatalkan 

putusan hakim Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak 

pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang.  

Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

hukum normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan hakim Pengadilan Negeri 

menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum  dan hakim Mahkamah Agung membatalkan 

putusan hakim Pengadilan Negeri serta menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak 

pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang. Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian utang piutang.  

Berdasarkan hasil penelitian maka yang menjadi alasan hakim Pengadilan Negeri 

menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang 

bersumber dari perjanjian hutang piutang karena perbuatan terdakwa terbukti menurut surat dakwaan 

Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan terdakwa bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan 

wanprestasi dan adanya gugatan perdata  antara korban  dan terdakwa dan alasan hakim Mahkamah 

Agung membatalkan putusan hakim Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pemidanaan 

terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang karena  

perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur pasal 378 KUHP dan Pengadilan Negeri salah 

menerapkan hukum.  

Kata Kunci : Tindak Pidana Penipuan, Perjanjian Hutang Piutang.  
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